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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kekerasan yang terjadi di hampir seluruh daerah di tanah air. Hal ini terjadi saat menjelang pemilihan kepala daerah antara pendukung tiap calon. Bahkan tiap lima tahun di setiap daerah sangat rentan konflik  antar kelompok yang tinggal berdekatan bahkan ada hubungan darah sekalipun. Hal ini yang mengancam stabilitas keamanan dan politik daerah yang merambat manjadi masalah negara. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab permaslahan Kelompok masyarakat mana yang melakukan kekerasan menjelang pilkada? mengapa (motif apa) mereka nekat melakukan tindakan kekerasan demi mendukung calonnya? Bagaimana cara menyelesaikan kekerasan tersebut. Untuk menjawab masalah tersebut menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan observasi dan studi lapangan serta studi pustaka. Adapun hasil penelitian sebagai berikut. Pihak yang bertindak radikal biasanya dari kalangan pendukung yang tidak tahu pendidikan politik sama sekali sehingga lebih mengandalkan emosional.konflik antarkelompok itu akan berubah menjadi kerja sama antarkelompok apabila kepada mereka diintroduksikan superordinate goals secara meyakinkan bahwa di atas hal-hal yang membuat mereka saling bermusuhan itu, ada hal yang jauh lebih penting untuk dihadapi bersama.Maraknya elite birokrasi yang bermasalah (KKN), rendahya penegakan kepastian hukum, rendahnya kualitas pelayanan publik, minimnya penciptaan lapangan kerja, tingginya angka pengangguran yang riil, rendahnya kualitas kesadaran, keteladanan dan kedewasaan para elite politik menjadi pemicu kekerasan.

Kata Kunci: Pilkada, Kekerasan. 
Pendahuluan
Setiap konflik kepentingan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) selalu cenderung diikuti tindakan anarkis atau konflik di antara para pendukungnya. Di Padang Pariaman (Sumatra Barat) misalnya, pilkada berbuntut perusakan kantor KPUD setempat. Aksi pendudukan, pengepungan kantor KPUD, bentrokan dengan petugas keamanan, dan sejenisnya terjadi di tempat-tempat seperti Depok (Jawa Barat), Semarang dan Sukoharjo (Jawa Tengah), Mataram (NTB), Toli-Toli (Sulawesi Tengah), Gowa (Sulsel), Gorontalo, Cilegon (Jawa Barat), Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), dan Kaur (Bengkulu).

Dalam praksis politik demokrasi, konflik atau perbedaan kepentingan, persepsi, interpretasi terhadap mekanisme pilkada sebetulnya tidak saja mengandung nilai-nilai positif pembelajaran politik, melainkan juga merupakan strategi politik yang sering dipraktikkan banyak negara demokratis. Konflik dalam praksis politik sebetulnya tidak mungkin dihindari, apalagi bagi Indonesia yang memiliki multipartai politik.

Konflik di masyarakat merupakan sesuatu yang tak bisa dielakkan, maka yang perlu diketahui bukanlah apakah konflik itu ada atau tidak ada, tapi bagaimana intensitas dan tingkat kekerasannya, dan dalam bentuk apa konflik itu. Intensitas konflik menunjuk pada tingkat pengeluaran energi dan keterlibatan pihak-pihak (kelompok-kelompok) yang berkonflik. Sedangkan kekerasan konflik menyangkut alat/sarana yang digunakan dalam situasi konflik, mulai dari negosiasi hingga saling menyerang secara fisik. Konflik antarkelompok yang menyangkut masalah prinsip dasar (fundamental) akan menimbulkan pertentangan antarkelompok yang lebih serius dibandingkan bila masalahnya sekadar bersifat sekunder atau dinilai tak penting.

Menurut Coser, konflik itu memiliki fungsi sosial. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya dapat terbentuk dan dipertahankan. Konflik juga mencegah suatu pembekuan sistem sosial dengan mendesak adanya inovasi dan kreativitas  Konflik Sosial.

Konflik sering memperkuat dan mempertegas batas kelompok dan meningkatkan penggalangan solidaritas internal kelompok. Konflik antarkelompok merupakan penghadapan antara in-group dan out-group. Ketika konflik terjadi, masing-masing anggota dalam suatu kelompok akan meningkatkan kesadaran sebagai sebuah kelompok (in-group) untuk berhadapan dengan kelompok lain (out-group). Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial lainnya. Ketika ada ancaman dari luar, maka kelompok tidak mungkin memberikan toleransi pada perselisihan internal.

Demokratisasi secara konseptual merupakan proses di mana rezim-rezim otoriter beralih menjadi rezim-rezim demokratis. Proses transisi menuju demokratis dalam pilkada kali ini menjadi fenomena kuat apakah demokratisasi berjalan sesuai dengan substansinya itu sendiri atau lagi-lagi terjebak pada "slogan-slogan dan verbalisme" kampanye yang tak mampu menangkap aspirasi dan kepercayaan rakyat pemilih.

Kemauan dan kerelaan para pemimpin terpilih untuk secara cepat atau lambat melepaskan dominasi mental priayi ataupun otoriter. Pada pada platform inilah proses demokratisasi akan menemukan "ruang gerak"-nya secara dinamis, kendatipun tak ada yang bisa menjamin sepenuhnya karena berbagai realitas dan fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan politik rakyat saling terkait dan saling memengaruhi. Pada tataran ini, pilkada secara langsung akan menjadi satu momentum berharga bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya dan sekaligus tantangan dan ujian bagi proses pendidikan politik rakyat Indonesia.

Yang perlu diingat, dalam proses demokratisasi ini terdapat kelemahan, di mana kebebasan dan pengabaian rakyat untuk memilih secara bebas, rasional, terbuka dan reflektif akan berdampak pada munculnya apatisme politik rakyat yang lebih membahayakan bentuk pemerintahan konstitusional. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Kelompok masyarakat mana yang melakukan kekerasan menjelang pilkada? mengapa (motif apa) mereka nekat melakukan tindakan kekerasan demi mendukung calonnya? Bagaimana cara menyelesaikan kekerasan tersebut.
Pembahasan

1. Pilkada sebagai sumber konflik di masyarakat
Sejak tahun 2005 pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung mulai diselenggarakan di Indonesia mengikuti pemilu yang memilih pimpinan nasional yang juga dipilih secara langsung. Pengalaman baru memilih pemimpin secara langsung itu merupakan jawaban atas tuntutan diselenggarakannya proses pemilihan yang lebih demokratis. Diharapkan dengan proses yang lebih demokratis akan didapat pemimpin daerah maupun pemimpin nasional yang tidak hanya mendapat dukungan penuh dari masyarakat, tetapi sekaligus memiliki kemampuan sebagaimana diharapkan masyarakat.
Setiap setiap proses penyelenggaraan pemilihan kita dihadapkan pada suasana tegang. Ada konflik kecil-kecilan, karena gesekan anta elit maupun pendukung, namun juga kita saksikan konflik dengan kekerasan kita saksikan sebagaimana terjadi di beberapa tempat. Konflik pilkada Depok adalah contoh yang terjadi di dekat pusat kekuasaan (Jakarta) dan konflik pilkada di Maluku Utara yang sempat berlarut, adalah contoh di wilayah yang jauh. Jika pemilu presiden dan wakil rakyat sudah bisa kita jadikan sebuah kebiasaan yang semakin lama semakin aman, maka kita masih memiliki persoalan dalam pelaksanaan pilkada.

Kita juga punya pelajaran pahit dari konflik yang berdarah sebagaimana pernah terjadi di Ambon dan Poso, bukanlah kejadian yang berdiri sendiri atau terjadi karena satu sebab saja. Salah satu sebab diantara yang pokok adalah karena pemberlakuan system pemilihan umum yang baru, dimana proses lebih demokratis, ternyata menyingkirkan balance of power yang sudah menjadi kebiasaan. Periode berdarah di Ambon dan Poso pada 1999-2004 terjadi sebuah perang sipil antar komunitas . Pada 1999 kelompok Islam menang dalam Pilada di dua memunculkan apa yang disebut sebagai fenomena the winner takes all. Semua posisi politik penting diambil pemenang, dan dalam kasus Ambon dan Poso kelompok Kristen kecewa. 
Lalu, sebagaimana terjadi di banyak tempat, ledakan konflik tidaklah terjadi karena satu sebab. Kekecewaan di bawah bersinergi masalah krisis ekonomi yang menyebabkan masyarakat mudah diprovokasi. Masalah lokal juga bersinergi masalah nasional (Jakarta), dimana waktu itu imbas politik yang terjadi di Jakarta, menyebabkan preman-preman terusir dan dikirim balik ke daerah. Lalu terciptalah sebuah trigger konflik. Ketika kekerasan terjadi berlarut local wisdom yang dimiliki warga setempat, yang dimasa lalu berguna sebagai penyelesai konflik pun, tidak cukup lagi menangani persoalan konflik yang baru. Pada situasi ini harus dicatat sebuah fakta, bahwa media massa yang tidak netral telah terlibat dalam terjadinya eskalasi konflik. 
Kini sesudah 6 tahun kita masuk ke tahap lanjut, dengan pemilihan langsung para pemimpin nasional dan lokal muncul, kejenuhan di sebagian rakyat. Bahwa ternyata pemilihan langsung yang boros biaya, penuh kekerasan, paling tidak sebagaimana dipersepsikan media khususnya televisi, ternyata gagal dalam mendapatkan pemimpin harapan. Masalah pokok rakyat, dalam hal kesejahteraan, belum lagi membaik. Angka-angka kemiskinan tak beranjak, dan meskipun orang tidak lagi menengok kembalinya system otoriter sebagaimana di jaman Suharto, mereka mempertanyakan efektifitas proses demokrasi, dan kemudian ketika tak berjawab, bermuara pada apatisme. 
Apa yang harus dilakukan untuk menjawab apatisme itu, juga apakah ada pelajaran baik dari pelaksanaan pemilu dan pilkada yang aman dan menghasilkan pemimpin yang baik, diluar pilkada hiruk pikuk dengan kekerasan sebagaimana disukai sebagian televisi kita?
Memahami potensi konflik pemilu dan pilkada Diluar berita konflik pilkada yang banyak disajikan media massa, sebetulnya banyak pelajaran keberhasilan yang bisa dipetik dari beberapa daerah. Pelaksanaan pemilu dan pilkada di beberapa kabupaten dan kota di DI Yogyakarta adalah salah satu contoh keberhasilan pelaksanaan pemilu langsung. Ternyata pemilu bisa dilaksanakan aman, lancar, meskipun ada kekurangan dalam peraturan maupun sarana pendukung
Aturan Pemilu yang berlaku secara nasional, semestinya disepakati dan memuaskan semua pihak yang akan berkompetisi. Tetapi, dari dua kali pemilu (2004 dan 2009) dan pelaksanaan ratusan pilkada, diketahui bahwa pernah ada aturan yang memuaskan semua pihak. UU maupun turunannya selalu memiliki nuansa kepentingan politik, yang kemudian menyebabkan imbas konflik ketika aturan dilaksanakan di bawah. Apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) adalah, memahami sisi-sisi lemah aturan itu, dan ‘menambalnya’ dengan langkah bijak kreatif di tingkat operasional. Tetapi tetap saja, aturan yang baik di tingkat nasional, merupakan cara pencegahan konflik yang paling efektif sejak awal.
Berkaitan dengan para aktor peserta pemilu (elit parpol dan massanya), mereka membawa potensi konflik. Para elit politik berkompetisi membawa massa. Kekerasan bisa dilakukan oleh massa (yang tidak paham aturan main), jika elit potilik menggerakkan atau karena tidak terima atas sebuah aturan atau putusan. Karena itu, memahamkan elit atas aturan, dan melibatkan mereka dalam membuat aturan main praktis di tingkat lokal, amat penting. Di sini dibutuhkan kemampuan manajerial penyelenggara pemilu, dimana di satu sisi penyelenggara harus tegas dalam menjalankan aturan, tetapi di sisi lain, penyelenggara pemilu juga harus taktis dalam melihat kondisi lapangan. Karena itu siapa yang layak menjadi anggota KPU sejak awal sudah harus direncakanan hingga terpilih orang-orang yang memiliki kemampuan organisasi yang baik. 
Selain itu, aparat keamanan, dalam hal ini polisi (dan militer) yang ditugaskan juga memiliki peran. Mereka membutuhkan anggaran. Demikian juga peran pengadilan dan kejaksaan untuk tingkat tertentu masih dibutuhkan untuk edukasi warga dalam system pemilu yang demokratis, meskipun, peran kejaksaan dan pengadilan tidak lagi besar. 
Satu soal yang sering dikeluhkan oleh penyelenggara pemilu adalah kurangnya dukungan birokrasi dari sisi kebutuhan dana yang cepat. Pemilu dan pilkada adalah kegiatan regular, tetapi pendanaan untuk para pelaksana pemilihan di tingkat lokal di tingkat bawah, selain jumlahnya kecil, ketika turun terlambat.

Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Konsep otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia telah memberikan kemungkinan bagi setiap daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menentukan pemerintahannya masing-masing. 

Di satu sisi ruang pilkada ini merupakan liberalisasi politik yang bertujuan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun di sisi lain, pilkada ini justru menimbulkan polemik dan konflik yang cukup rumit penyelesaiannya.
Terjadinya konflik dan polemik ini dinilai diakibatkan oleh ketidaksiapan masyarakat Indonesia menghadapi liberalisasi politik mengingat watak masyarakat yang pada umumnya masih bersifat primordial dan feodalistis. Ditambah lagi tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pilkada ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Telah banyak konflik yang telah terjadi di negeri ini, sebut saja konflik Pilkada Sulsel dan Maluku. Adalah merupakan suatu kepastian bahwa dalam setiap pertarungan politik, khususnya di pilkada, akan banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Mulai dari kepentingan borjuasi internasional, kepentingan borjuasi nasional, hingga kepentingan rakyat (pekerja) tentunya. Sehingga konfilk bukan hal yang tabu lagi untuk dijumpai. Di tulisan ini tidak akan dibahas mengenai persolan apa, siapa dan bagaimana para kepentingan mengintervensi politik di pilkada sehingga menimbulkan konflik. Tapi akan dibahas tentang bagaimana mengolah isu konflik untuk menjadi suatu pembelajaran politik bagi rakyat untuk mengahadapi pertarungan bebas di kancah pertarungan pilkada (liberalisasi pilitik). 
2. Konflik Adalah Proses Pembelajaran Politik
Anggapan umum yang mengatakan bahwa konfilk selalu akan melahirkan yang namanya kehancuran dan kekacauan adalah tidak sepenuhnya benar. Di mana ada sisi negatif maka di situ ada sisi positif. Begitupun dengan konflik. Konflik politik jangan selalu dimaknai sebagai kegagalan demokrasi yang berakibat kekacauan, tapi sejatinya konflik harus dimaknai sebagai suatu proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan konflik masyarakat akan sadar bahwa tindakan fairplay dan anti manipulatif adalah sesuatu yang harus direalisasikan.
Indonesia adalah negara hukum. Semua ada mekanisme dan aturan main (rule of the game) tersendiri, termasuk dengan konflik pilkada. Biarkan hukum bekerja sesuai dengan mekanismenya. Konflik pilkada Sulsel misalnya, apapun keputusan Mahkamah Agung nantinya semua pihak harus menerima dengan jiwa kesatria, termasuk pihak yang kalah.
Kepentingan rakyat harus tetap diprioritaskan. Roda ekonomi harus tetap berputar. Pembangunan infrastruktur dan Industrialisasi harus tetap jalan. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah (daerah) beserta pegawai-pegawainya untuk tidak masuk kerja dan tidak melayani masyarakat.
Masyarakat jangan dijebak pada jurang konflik politik yang sebenarnya hanyalah merupakan ilusi kepentingan pribadi dari elit-elit politik yang bermain. Masyarakat harus diarahkan pada kesadaran untuk bagaimana memahami dan mengerti akan konflik itu sendiri. Nantinya masyarakat akan dapat menilai secara objektif mana yang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat, mana yang fairplay dan mana yang manipulatif. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan dapat dengan sendirinya mencegah terjadinya konflik.
3. Pembentukan Blok Politik Oposisi
Salah satu yang membuat lemah ketika membicarakan demokratisasi di Indonesia adalah rendahnya “kualitas” rakyat untuk menentukan arah perpolitikan dan kepemerintahan agar sesuai dengan kondisi objektif dan kebutuhan mereka. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh paham-paham primordial dan feodalistis yang masih melekat di kepala sebagian besar masyarakat. Objektifitas kemudian dinomorduakan dan hubungan emosional dinomorsatukan.
Lemahnya daya tawar rakyat yang merupakan imbas dari budaya politik irasional, yang pada akhirnya rakyat terjebak dalam money politics. Demokratisasi sebagai ruang pertarungan kepentingan ekonomi-politik harusnya diarahkan pada kesadaran akan perlunya penguatan daya tawar rakyat untuk menghadirkan struktur kekuasaan tandingan yang dalam hal ini adalah Blok Oposisi. Dan dengan konflik kondisi ini dapat diciptakan. Konflik akan mambangun kesadaran massa rakyat untuk memahami dan mempelajari bagaimana berpolitik secara rasional serta bagaimana menyelaraskan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik.
Lembaga oposisi politik lokal akan berguna membangun kerangka politik yang progresif dan bukannya menjadi semakin brutal dan unorganized.
Membangun lembaga oposisi dari kalangan gerakan sosial adalah bentuk latihan menyongsong celah-celah politik yang bisa dimanfaatkan dari demokrasi prosedural yang masih berdinamika saat ini. Dalam lembaga oposisi jugalah rakyat kebanyakan berlatih demokrasi sejati dengan memaksimalkan demokrasi yang mengutamakan pembahasan-pembahasan partisipatif untuk semua urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik). Lembaga oposisi yang mencoba menjadi struktur kekuasaan tandingan akan memiliki kewajiban untuk mempraktekkan demokrasi di antara kalangan gerakan sosial secara fair, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sehingga rakyat akan dilatih dan melatih mempercayai pemimpin-pemimpin publik yang memang teruji dan bukan yang oportunis.

Perilaku pemilih dimanapun relatif sama, yaitu patrimionial atau lebih cenderung pada pendekatan sosiologis. Hasil Pilkada selalu saja dipengaruhi oleh perilaku pemilih. Sementara dalam praksis politik demokrasi, konflik atau perbedaan kepentingan, persepsi, interpretasi terhadap mekanisme Pilkada sebetulnya tidak saja mengandung nilai-nilai positif pembelajaran politik, melainkan juga merupakan strategi politik yang sering dipraktikkan banyak negara demokratis. Konflik dalam praksis politik sebetulnya tidak mungkin dihindari, apalagi bagi Indonesia yang memiliki multipartai politik.
Pada sisi lain, perilaku pemilih dan konflik dalam Pilkada seringkali menjadi suatu analisis yang kompleks terhadap sebuah fenomena. Tulisan ini mencoba memaparkan tentang analisis perilaku pemilih dan fenomena konflik Pilkada yang terjadi.
4. Perilaku pemilih
Secara teoritis, perilaku pemilih diurai dalam tiga pendekatan utama yakni pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional choice (pilihan rasional). Pendekatan sosiologis atau dikenal dengan Mazhab Colombia dijelaskan bahwa, karakteristik dan pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama dan lainnya sebagai faktor yang membentuk perilaku pemilih. Sedangkan pendekatan psikologis (Maszhab Colombia) yang pertama kali diperkenalkan oleh Campbell yang mengembangkan konsep psikologi khususnya konsep sikap dan sosialisasi dalam menjelaskan perilaku pemilih.
Namun kedua pendekatan tersebut mendapat kritik dari pendekatan rasional choice. Asumsi yang dibangun dalam pendekatan rasional choice bahwa pemilih bukannya wayang yang tidak memiliki kehendak bebas dari kemauan dari dalangnya. Pendekatan ini dipelopori oleh Anthoni Down yang melihat orientasi pemilih dalam menentukan sikapnya dipengaruhi oleh dua hal, yakni orientasi isu dan kandidat (figur). Orientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat (figur) tanpa mempedulikan label partainya. Di sinilah pemilih menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional.
Pendekatan ini jika diaplikasikan ke dalam masyarakat kita, maka figur masih menjadi hal yang utama ketimbang isu atau program. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa persoalan budaya politik kita yang cenderung bersifat patrimionial dengan ikatan primordial yang kental. Ikatan ini ditandai dengan besarnya pengaruh "patron" terhadap masyarakat dan kuatnya sentiman kedaerahan, suku, agama, prutanisme dan sebagainya dalam penentuan pilihan (pendekatan sosiologis).
Budaya politik kita masih lebih cenderung kepada budaya parokhial dan kaula ketimbang partisipan. Dalam masyarakat parokhial dan kaula, terjadi keterbatasan diferensiasi pada masyarakat dalam peranan politik dan memosisikan diri sebagai masyarakat "pasif". Sementara dalam masyarakat partisipan sudah dapat menilai dengan penuh kesadaran baik sistim sebagai totalitas, input dan output maupun posisi dirinya Sehingga keterlibatan dalam politik bukan hanya pada saat rutinitas Pilkada tetapi sampai pada proses perencanaan, pengambilan dan evaluasi kebijakan pemeran politik/pemerintah (pendekatan rasional choice).
5. Variasi Konflik

Konflik pilkada di Jawa Tengah cukup bervariasi sifatnya. Misalnya konflik internal partai yang terjadi di Kota Semarang. Waktu itu konflik terjadi antara DPC Partai Demokrat Kota Semarang dan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah. Terjadi silang pendapat menyangkut kepengurusan partai dalam mengusung calon Wali Kota Semarang. Di Boyolali juga terjadi konflik dalam tubuh PDI-P. Antara DPC dan sebagian besar PAC terjadi ketidaksepakatan menyangkut calon bupati yang akan mereka ajukan.

Konflik antarpartai pun terjadi. Di Kabupaten Semarang beberapa partai politik berseteru dengan PKB. Yang menjadi pokok perseteruan ijazah salah seorang calon wakil bupati yang dianggap tidak memenuhi syarat.
Konflik yang lain melibatkan partai politik dengan bakal calon sendiri. Kasus ini muncul di Rembang.

Seseorang yang berasal dari kalangan birokrat diusung oleh PKB untuk diajukan sebagai bakal calon. Namun sewaktu terjadi proses perbaikan pencalonan di KPUD, PKB membatalkan calonnya tersebut. Alasannya karena ia dianggap tidak dapat memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat pada waktu konvensi. Birokrasi pun terimbas konflik. Di Purworejo, Wonosobo dan Grobogan, bupati dan wakil bupati yang masih menduduki jabatan mengajukan diri menjadi calon bupati. Sedangkan di Kendal, bupati yang masih menjabat kembali mencalonkan diri. Dia harus bersaing dengan sekdanya sendiri. Persaingan di Kendal tersebut begitu keras. Imbasnya pilkada hampir tidak dapat diselenggarakan. Di Demak bupati yang masih menjabat juga harus bersaing ketat dengan mantan sekdanya.
Konflik juga melibatkan rakyat dan calon. Di Kebumen pasangan bupati dan wakil bupati yang masih menjabat kembali mencalonkan diri. Namun mereka harus berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Pasangan itu dituduh oleh sekelompok warga masyarakat melakukan KKN. Semua proyek yang dilaksanakan selama menjabat sebagai kepala daerah dianggap penuh dengan korupsi. Di Kota Magelang dan Sragen rakyat pun menolak keabsahan ijazah wali kota dan bupati yang mencalonkan diri kembali.

Konflik yang tidak kalah serunya melibatkan KPUD dan partai politik. Di Kabupaten Semarang konflik antara KPUD dan partai politik diawali dengan munculnya keputusan KPUD yang dianggap tidak konsisten oleh partai politik setempat. Anggapan demikian menyebabkan empat pasangan calon dari lima pasangan calon melakukan boikot terhadap tahapan pilkada.
Pada dasarnya semua daerah di Jawa Tengah yang menyelenggarakan pilkada rawan konflik. Tapi ada juga pilkada yang berlangsung aman. Konflik yang diperkirakan bakal muncul sudah dapat diredusir sejak dini. Permusuhan diusahakan diubah menjadi kesepahaman. Sistem pemerintahan yang demokratis memungkinkan hal ini terjadi. Hal itu nampaknya sejalan dengan pemikiran almarhum Alfian, ilmuwan politik Indonesia, bahwa demokrasi itu bisa bahkan wajib mengatur dan menyalurkan konflik menjadi sebuah konsensus.
6. Cara mengelola konflik Pilkada 

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) seolah tak pernah sepi dari konflik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya konflik tersebut. Di antaranya perdebatan mengenai pengertian yang benar pilkada itu pemilu atau bukan?

Perdebatan ini muncul berkaitan dengan diberlakukannya UU No 32/2004 yang mengadopsi seluruh asas dan tahapan dalam UU No 23/2003. Sesungguhnya antara pilkada dan pemilu tidak bisa dipisahkan. Sementara itu juga muncul perdebatan apakah KPU pusat berwenang menyelenggarakan pilkada atau tidak. Ada yang berpendapat KPU berwenang menyelenggarakan pilkada mengingat pilkada itu juga pemilu. Kalau demikian otomatis lembaga itu memiliki kekuasaan menyelenggarakan pilkada. Akan tetapi ada pihak-pihak lain yang menentang. Alasannya pilkada itu berbeda dari pemilu. Sebagai konsekuensinya KPU tidak berwenang menyelenggarakan pilkada.

Perdebatan tidak selesai sampai di situ. Ada yang mempersoalkan kepada siapa KPUD sebagai penyelenggara pilkada harus bertanggung jawab. Ada yang berpendapat KPUD tidak bertanggung jawab kepada KPU pusat tetapi kepada DPRD. Namun ada pula yang tidak sependapat dengan ide ini.

Akhirnya mengingat adanya perdebatan tersebut KPU provinsi seluruh Indonesia berupaya mendapatkan kepastian hukum. Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada bukan bagian dari pemilu. Jadi KPU pusat itu tidak berwenang menyelenggarakan pilkada. Ia hanya diberi wewenang untuk melakukan supervisi dalam pilkada. Penyelenggaraan pilkada selanjutnya menjadi wewenang KPUD, dan lembaga ini tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD tetapi kepada publik.

Konflik dalam pilkada juga sering dipicu oleh berkurangnya kewenangan KPUD. Hal ini dapat terjadi karena dalam menyelenggarakan pilkada KPUD harus bermitra dengan pemerintah daerah (penyedia dana) dan DPRD. Hal ini menunjukkan pilkada bukan rezim pemilu tetapi cenderung menjadi rezim pemerintah. Situasi tersebut semakin keruh ketika mendagri membentuk desk pilkada mulai dari tingkat pusat sampai provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan desk pilkada di tingkat pusat disinyalir seakan-akan menggantikan posisi KPU pusat.

Sementara itu adanya perdebatan tentang siapa yang berhak melakukan sosialisasi pilkada masih terus menjadi persoalan. Semestinya sosialisasi dikerjakan oleh KPUD karena ia penyelenggara pilkada. Namun dalam kenyataannya pekerjaan tersebut diambilalih oleh Depdagri sampai jajarannya ke bawah. Tentu saja pengambilalihan kegiatan sosialisasi ini dinilai mengurangi kewenangan KPUD. Tragisnya ketika sosialisasi dianggap kurang berhasil kegagalan selalu ditujukan kepada KPUD. Tentu saja keadaan ini dapat memicu tumbuhnya konflik. Konflik pilkada juga bisa bersumber dari banyaknya aturan main yang tertulis dalam pasal-pasal di UU No 32/2004 dan PP No 6/2005 yang kurang aplikatif dan saling bertentangan. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan konflik manakala terjadi salah tafsir.

Konflik-konflik tersebut seringkali mengawali proses penyelenggaraan pilkada masa transisi pada Juni 2005. Di Jawa Tengah sendiri semenjak Juni 2005 sampai Maret 2006 sudah ada 20 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. Pilkada di provinsi ini dapat dikatakan sukses meskipun tidak lepas dari konflik.

Sebenarnya konflik itu hal yang biasa dijumpai dalam kehidupan diri manusia. Boulding, salah seorang ahli dalam bidang manajemen konflik (resolusi konflik) berpendapat dalam setiap masyarakat pasti ada konflik. Konflik itu sesuatu yang melekat pada diri masyarakat. Setiap upaya mengelola konflik perlu memahami dan menyadari manusia itu hidup bersamaan dengan konflik. Konflik tidak dapat dihilangkan. Ia hanya dapat ditekan atau ditunda perkembangannya sehingga tidak menjadi tindak kekerasan. Hal ini sama seperti pendapat Parker, ahli lain dalam resolusi konflik bahwa konflik tidak dapat dieliminasikan. Ia hanya dapat ditunda dengan jalan mengurangi tindakan ekstrim yang terjadi. Morton, juga ahli dalam resolusi konflik, mengakui konflik itu ada dan tumbuh dalam masyarakat. Upaya penyelesaiannya memerlukan keterlibatan berbagai pihak sehingga penyelesaiannya bisa efektif.
Mengingat adanya berbagai konflik maka pengelolaan konflik dalam penyelenggaraan pilkada perlu diupayakan. Bagaimana upaya yang diperlukan?

1. KPUD harus betul-betul menjaga independensinya. Berlaku adil kepada semua pihak terutama dengan para calon dan partai politik yang mengusung.

2. KPUD harus membuat regulasi hukum yang seragam untuk semua daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengeliminir konflik terutama untuk daerah yang berdekatan sewaktu menyelenggarakan pilkada.

3. KPUD perlu menyelenggarakan pilkada secara serentak dengan daerah terdekat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya mobilitas pemilih.

4. Pada waktu mengadakan penelitian terhadap para calon KPUD mengikutsertakan instansi terkait. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah keraguan misalnya dalam menentukan keabsahan ijazah.

5. PNS harus mampu menjaga netralitasnya.

6. para calon dan parpol pengusungnya harus siap menang dan siap kalah sekaligus. Sebagai ajang pendidikan politik bagi rakyat para calon dan parpol pengusungnya harus mampu mengendalikan dirinya sendiri maupun para pendukungnya yang fanatik untuk tidak melakukan tindakan kekerasan yang menjurus ke arah anarkisme manakala mengalami kekalahan.

7. segala permasalahan yang muncul sebagai konsekuensi penyelenggaraan pilkada, diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku tanpa kekerasan.

7. Implementasi pembelajaran demokrasi dalam pelajaran IPS untuk meminimalisir konflik akibat pilkada 

Memasukkan nilai-nilai demokrasi pada anak pada proses pembelajaran IPS di kelas dengan menjunjung tinggi perbedaan yang ada di antara teman-teman di sekitar, selain itu melakukan beberapa simulasi pemilihan kepala daerah di kelas pada saat materi demokrasi maupun kedaulatan rakyat. Dengan demikian murid akan faham dan sadar setiap pemilihan pasti ada yang terpilih dan ada yang tidak perpilih, bagi yang terpilih tidak boleh bangga hati, sedangkan yang kalah tidak boleh kecil hati. Jika murid selalu di biasakan dengan sikap yang selalu sportif dengan menerima semua hasil yang ada dalam proses demokrasi.
Simpulan
Penyelesaian konflik antarkelompok berdasarkan Teori Konflik, menurut eksperimen Sherif, adalah berada pada tahap terakhir, yakni bagaimana mengubah konflik, pertikaian, atau perselisihan menjadi sebuah bentuk kerja sama. Menurut Sherif, konflik antarkelompok itu akan berubah menjadi kerja sama antarkelompok apabila kepada mereka diintroduksikan superordinate goals secara meyakinkan bahwa di atas hal-hal yang membuat mereka saling bermusuhan itu, ada hal yang jauh lebih penting untuk dihadapi bersama.

Maraknya elite birokrasi yang bermasalah (KKN), rendahya penegakan kepastian hukum, rendahnya kualitas pelayanan publik, minimnya penciptaan lapangan kerja, tingginya angka pengangguran yang riil, rendahnya kualitas kesadaran, keteladanan dan kedewasaan para elite politik akan menjadi muatan yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan pilkada secara langsung dan sekaligus menjadi indikator bagaimana memberi makna demokratisasi bagi rakyat pemilih, sehingga kualitas dan kepercayaan rakyat pada para pemimpin terpilih menjadi kunci keberhasilan.

Sejauh mana demokratisasi ini betul-betul memberi manfaat dan makna bagi kehidupan yang lebih baik, bukan pada tataran utopia dan slogan saat kampanye semata, di mana akhirnya rakyat menjadi penonton pasif dan dimarginalisasikan. Sehingga jangan lagi muncul istilah bahwa "kue" pembangunan lebih banyak dinikmati segelintir elite yang "memainkan" dan membuat kebijakan. Sebagai penutup tulisan ini, penulis ingin menegaskan bahwa pilkada secara langsung di satu sisi akan memberi pendidikan politik berharga dalam suasana demokratis yang transisional dan menjadi momentum berharga bagi lahirnya pemimpin yang berasal dari pilihan dan kepercayaan rakyat, namun akan sekaligus menjadi batu ujian bagi perilaku elite politik untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat banyak dalam segala bentuk kebijakannya. Jika hal ini tidak menjadi acuan dan pedoman, rakyat saat ini relatif mudah untuk melakukan aksi-aksi ketidakpuasan yang rentan diiringi dengan konflik fisik dan anarkis
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